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ABSTRACT 

The Indonesian National Army (TNI) is the backbone of 

the national force which carries out the task of defending 

the sovereignty of the nation and state, protecting the 

territorial integrity of the country, maintaining the safety 

and dignity of the Indonesian nation and state and 

creating security in the community as mandated in the 

1945 Constitution. The TNI must of course be based on 

the TNI Code of Ethics so that all actions carried out do 

not violate applicable laws. However, despite this, it 

cannot be denied that there are still cases of TNI members 

committing acts of violation of the law, especially the 

crime of murder. Therefore, the purpose of writing this 

article is to find out the regulations of the TNI Code of 

Ethics, accountability for violators of the TNI Code of Ethics for the crime of murder, 

the causes of TNI members committing violations of the code of ethics and the 

mechanism for resolving violations of the TNI code of ethics. This research uses 

qualitative research methods with normative juridical. The results of this research 

explain that the TNI Code of Ethics is Sapta Marga, Eight TNI Obligations, and the 

Soldier's Oath, which is of course the basis for a TNI member in carrying out actions in 

everyday life, but if the code of ethics is violated then they must be held accountable in 

accordance with statutory regulations. 
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ABSTRAK 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung kekuatan nasional 

yang mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, 

menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan 

negara Indonesia dan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yang 
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sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya TNI 

tentunya harus didasarkan pada Kode Etik TNI agar semua perbuatan yang dijalani 

tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun walaupun demikian tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih terdapat kasus anggota TNI yang melakukan tindakan 

pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu tujuan 

penulisan artikel ini untuk mengetahui peraturan Kode Etik TNI, pertanggungjawaban 

bagi pelanggar Kode Etik TNI tindak pidana pembunuhan, penyebab anggota TNI 

melakukan pelanggaran kode etik serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik 

TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan 

Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit yang hal ini tentunya dasar seorang anggota TNI 

dalam melakukan tindakan di kehidupan sehari-hari, namun apabila kode etik 

dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

PENDAHULUAN 

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini 

dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 

(UUD 1945) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum merupakan hal yang penting dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang 

dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara harus diatur dengan hukum. Sebagai negara hukum tentunya hukum 

ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam segala aspek kehidupan rakyat 

maupun pemerintah. Konsekuensi mengenai hal ini yaitu menjadikan segala 

sesuatunya yang meliputi perbuatan atau tindakan seseorang baik rakyat maupun 

pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia harus didasarkan pada ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara 

hukum ini tentunya bertujuan untuk mengatur kebiasaan atau perbuatan dalam 
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menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam 

kehidupan masyarakat serta memberi perlindungan hak pada setiap warga negara, dan 

menuntut kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu dalam Pembukaan 

(Preambule) UUD 1945 menjelaskan tujuan Nelgara blahwa Nelgara wajibl mellindungi 

selgelnap blangsa Indone lsia dan melmajukan kelseljahtelraan umum, melncelrdaskan 

kelhidupan blangsa dan ikut mellaksanakan ke ltelrtiblan dunia yang blelrdasarkan 

kelmelrdelkaan, pelrdamaian abladi dan keladilan sosial blagi selluruh rakyat Indonelsia. 

Tujuan telrselblut dapat dicapai mellalui pelmblangunan nasional yang direlncanakan 

delngan telrarah dan relalitas selrta dilaksanakan selcara blelrtahap dan blelrsungguh-

sungguh olelh pelmelrintah itu selndiri maupun masyarakat. Tujuan pelmblangunan 

nasional adalah untuk melwujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, melrata 

dan blelrkelsinamblungan yang blelrdasarkan pada Pancasila di dalam wadah nelgara 

Kelsatuan Relpubllik Indonelsia. Kellancaran pelnyellelnggaraan pelmelrintahan dan 

pellaksanaan pelmblangunan nasional telrutama telrgantung pada kelselmpurnaan pelgawai 

nelgelri telrmasuk Telntara Nasional Indonelsia.1 

Dalam melncapai tujuan pelmblangunan nasional telrselblut di atas telntunya 

dipelrlukan adanya pelgawai nelgelri yang pelnuh ke lseltiaan dan keltaatan pada Pancasila 

dan Undang-undang Dasar, nelgara dan pelmelrintah dan blelrtanggung jawablnya selblagai 

aparatur nelgara, abldi nelgara, selrta abldi masyarakat. Untuk melwujudkan hal telrselblut 

pelgawai nelgelri telrmasuk Anggota Telntara Nasional Indonelsia karelna selblagaimana 

tellah dijellaskan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Telntang 

Pokok-pokok Kelpelgawaian blahwa pelgawai nelgelri telrblagi dalam tiga kellompok 

pelgawai nelgelri yaitu Pe lgawai Nelgelri Sipil atau ASN, Anggota Telntara Nasional 

                                                           
1 Asrtrid S. Susanto, (2004), Komunikasi Dalam Te lori dan Prakte lk, B Lina Aksara, Jakarta, hal. 45 
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Indonelsia dan Anggota Kelpolisian Nelgara Relpubllik Indonelsia. Hal telrselblut blelrarti 

Telntara Nasional Indonelsia melrupakan salah satu blagian dari pelgawai nelgelri Relpubllik 

Indonelsia yang telntunya wajibl mellaksanakan dan melmastikan kellancaran 

pelnyellelnggaraan pelmelrintah dan pellaksanaan pelmblagunan nasional. 

Telntara Nasional Indonelsia adalah alat pelrtahanan Nelgara Kelsatuan Relpubllik 

Indonelsia yang blelrtugas mellaksanakan kelblijakan pelrtahanan nelgara yang melmpunyai 

tujuan untuk melnelgakkan keldaulatan nelgara, melmpelrtahankan kelutuhan wilayah, dan 

mellindungi kelsellamatan blangsa, melnjalankan opelrasi militelr  untuk pe lrang dan 

opelrasi militelr sellain pelrang, selrta ikut selcara aktif dalam tugas pelmelliharaan 

pelrdamaian relgional dan intelrnasional, selblagaimana telrcantum dalam blagian 

melnimblang Huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Telntang Telntara Nasional 

Indonelsia. Telntara Nasional Indonelsia (TNI) melrupakan blagian dari masyarakat sipil 

yang dipelrsiapkan selcara khusus untuk mellaksanakan tugas dan pelmblellaan Nelgara. 

Salah satu blelntuk upaya nelgara untuk melnciptakan kelamanan telrselblut telntunta 

delngan cara melmblelntuk suatu sistelm kelamanan atau pelrtahanan nelgara yang 

melrupakan hal telrselblut salah satu blagian diblidang kelamanan nasional. BLidang 

pelrtahanan melngelmblan tugas untuk melmpelrtahankan keldaulatan blangsa dan nelgara, 

melnjaga kelutuhan wilayah nelgara, dan melnjaga kelsellamatan selrta martablat blangsa 

dan nelgara Indonelsia, disamping tugas lainnya yang blelrkaitan delngan fungsinya 

selblagai aparatur pelrtahanan. Fungsi ini dipunyai olelh militelr Indonelsia, yaitu Telntara 

Nasional Indonelsia (TNI) yang melrupakan tulang punggung kelkuatan nasional.2 

Namun dalam mellaksanakan tugasnya TNI tidak selrta melrta blelblas blelgitu saja teltapi 

TNI juga diblatasi olelh Undang-Undang dan pelraturan militelr selhingga selmua 

                                                           
2 Fe lrly David Maramis. (2016). Tindakan Hukum BLagi Oknum TNI Yang Me llakukan Ke lke lrasan Te lrhadap 

Masyarakat Sipil Me lnurut Hukum Pidana Milite lr. Jurnal Le lx Privatum, Vol 4, No.6. hal. 115 
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pelrbluatan yang dijalani harus blelrdasarkan pada landasan Pancasila, Undang-undang 

dan kodel eltik profelsinya. Kodel ELtik selndiri melrupakan sistelm norma, nilai dan aturan 

profelsional telrtulis yang selcara telgas melnyatakan apa yang blelnar dan blaik, dan apa 

yang tidak blelnar dan tidak blaik blagi profelssional selrta tujuan adanya kodel e ltik profelsi 

ini adalah melmblelrikan peldoman blagi seltiap anggota profelsi telntang prinsip 

profelsionalismel dalam me llakukan tugasnya. 

Melngingat telntang pelntingnya kelblelradaan TNI, maka diblutuhkan anggota yang 

melmiliki kapasitas dan intelgritas dan selblagaimana dijellaskan pada blagian melnimblang 

Huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Telntang Telntara Nasional Indonelsia 

dijellaskan blahwa Telntara Nasional Indonelsia harus diblangun dan dike lmblangkan 

selcara profelsional selsuai kelpelntingan politik Nelgara yang melngacu pada nilai dan 

prinsip delmokrasi, suprelmasi sipil, hak asasi manusia, keltelntuan hukum nasional, dan 

keltelntuan hukum intelrnasional yang sudah diratifikasi, delngan dukungan anggaran 

blellanja nelgara yang dike llola selcara transparan dan akuntablell. Maka dari itu, anggota 

TNI dalam tugasnya telntunya melmiliki eltika profelsi yang harus di patuhi delmi 

telrciptanya kelamanan yang melrupakan fungsi dari TNI itu selndiri. ELtika profelsi selndiri 

melmpunyai tujuan agar TNI dapat melnjalankan tugasnya untuk melnelgakkan hukum 

selcara profelsional, melmpunyai kreldiblilitas dan blelreltika, sellain itu delngan adanya kodel 

eltik yang melngatur TNI blelrtujuan untuk dapat ditelmukan suatu pelnjablaran telrkait 

tingkah laku atau aturan TNI dalam melnjalankan tugas profelsi untuk me lwujudkan 

suatu kelamanan maupun pelrgaulan dalam masyarakatnya yang harus melmblelrikan 

suatu contoh telladan dalam kelpatuhan dan keltaatan kelpada hukum.3 TNI melmiliki 

pelranan yang sangat pe lnting dalam melngelmblan kelwajiblanya delmi me lwujudkan 

                                                           
3 B Lismar Sire lgar. (1995). Hukum Hakim Dan Ke ladilan Tuhan. Ge lma Insani Pre lss, Jakarta. hal. 18. 
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kelamanan blagi selluruh rakyat Indonelsia karelna TNI melrupakan salah satu alat nelgara 

untuk melnjalankan salah satu fungsi pelmelrintah dalam hal melwujudkan kelamanan 

blagi selluruh rakyat Indonelsia selhingga diharapkan TNI selblagai salah satu alat nelgara 

untuk melwujudkan hal telrselblut. TNI adalah instrumeln nelgara yang sangat pelnting 

blagi nelgara dan juga rakyatnya dalam melnciptakan kelamanan selrta dapat dikatakan 

juga blahwa TNI melrupakan blagian yang tidak telrpisahkan dari Rakyat Indonelsia, 

karelna adanya pelrsamaan nasibl cita-cita dan tanggung jawabl blelrsama dalam 

melmpelrtahankan Nelgara. Salah satu organ yang pelrlu dimiliki olelh pelmelrintah suatu 

Nelgara adalah Militelr, yang melrupakan suatu kellompok orang-orang yang diorganisir 

delngan disiplin mellakukan pelrtelmpuran yang dibleldakan delngan orang-orang sipil.4 

Delngan delmikian Angkatan BLelrselnjata Relpubllik Indonelsia melngelmblan fungsi selblagai 

kelkuatan pelrtahanan dan kelamanan Nelgara. TNI melrupakan suatu profe lsi hukum 

yang melnuntut pelmelnuhan di dalam nilai moral dan pelngelmblangan. Te lrdapat di 

dalam nilai moral itu me lrupakan suatu kelkuatan yang melngarah dan melndasar dari 

suatu pelrbluatan yang luhur selrta seltiap profelsi dituntut untuk supaya melmiliki nilai 

moral yang kuat.5 

Telrkait delngan kodel eltik dan pelrilaku TNI dijellaskan dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 Telntang Telntara Nasional Indonelsia melnjellaskan 

blahwa kodel eltik prajurat antara lain Sapta marga, Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah 

Prajurit selhingga Anggota TNI dalam melnjalankan tugas dan welwelnang dilarang 

mellanggar pelraturan keldisiplinan yang tellah diteltapkan selsuai kodel eltik telrselblut. 

Telntara Nasional Indonelsia dalam melnjalankan tugas atau pelrannya selblagaimana teltap 

wajibl melmblina kelmampuan profelsionalnya selblagai selorang prajurit untuk dapat 

                                                           
4 Moch Faisal Salam. (1994). Pe lradilan Milite lr di Indonelsia. Cv.Mandar Maju, BLandung. hal. 10 
5 Supriadi. (2008). ELtika & Tanggung Jawabl Profe lsi Hukum di Indonelsia. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 19. 
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melnjalankan welwelnang dan tanggung jawabl yang dilimpahkan kelpadanya delngan 

lurus, adil dan blelnar. Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI selrta Sumpah Prajurit selblagai 

kodel eltik Telntara Nasional Indonelsia melrupakan pelrwujudan dari Pancasila keldalam 

kelhidupan prajurit yang melnjadi pelndorong, pelme lrsatu dan sumblelr kelwiblawaan yang 

tidak mudah digoyahkan dalam melmblawa arah telrcapainya cita-cita pelrjuangan 

BLangsa Indonelsia.6 Delngan melnghayati Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI selrta Sumpah 

Prajurit, maka seltiap TNI melmiliki selndi kelhidupan yang kokoh, tata kelhidupan dan 

nilai kelhidupan karelna hal ini melrupakan pe ldoman blagi anggota TNI untuk 

mellakukan kelgiatan miltelr. Olelh selblabl itulah TNI harus blelrsikap profelsional dalam 

melnjalankan tugasnya, dan dilarang mellakukan pe llanggaran selsuai delngan pelraturan 

dan kelblijakan-kelblijakan yang blelrlaku dalam Kodel ELtik TNI yaitu Sapta Marga, 

Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah Prajurit. 

Walaupun Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah Prajurit tellah 

melnjellaskan telrkait kodel eltik profelsi atau tindakan yang selharusnya dilakukan dalam 

melnjalankan tugasnya se lblagai TNI tidak dapat dipungkiri blahwa masih blanyak kasus 

tindakan telrcella dilakukan olelh TNI itu selndiri. Contoh kasus telrselblut adalah telrdapat 

tiga anggota TNI dijelrat pasal blelrlapis yang diantaranya adalah pasal pelmblunuhan 

blelrelncana (dakwaan primelr), pasal pelmblunuhan blelrsama-sama (dakwaan sublsidelr), 

dan pasal pelnganiayaan hingga melnyelblablkan kelmatian (dakwaan lelblih sublsidelr) olelh 

Oditur Militelr Jakarta dalam sidang di Pelngadilan Militelr II-08 Jakarta yang 

selblagaimana pada kasus ini blahwa keltiga anggota TNI ini tellah mellakukan tindakan 

pelnculikan, pelmelrasan, pelnganiayaan, pelmblunuhan sampai aksi melmbluang jasad 

telrhadap selorang warga sipil blelrnama Imam Masykur. Pelrbluatan pidana itu 

                                                           
6 Op.cit. Moch Faisal Salam. hlm 31. 
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blelrlangsung pada 12 Agustus 2023, dan jasad korblan dibluang pada pukul 01.00 WIBL 13 

Agustus 2023 di selkitar daelrah Purwakarta, Jawa BLarat. Delngan hal ini pun kelluarga 

Imam Masykur mellaporkan pelnculikan dan pelnyiksaan telrhadap Imam kel Polda Meltro 

Jaya. Laporan dari kelluarga itu blelrdasarkan isi pelsan, tellelpon, dan vide lo call dari 

korblan selrta para pellaku kel kelluarga Imam Masykur saat pelnyiksaan dan pelnculikan 

itu telrjadi. Laporan itu ditelrima polisi delngan Nomor STTLP/BL/4776/VIII/2023/SPKT. 

Dari laporan kelluarga korblan kel polisi, Polisi Militelr Kodam Jaya melmulai prosels 

hukum kelpada tiga prajurit TNI AD itu pada 14 Agustus 2023. Tiga prajurit itu 

dikeltahui blelblelrapa kali melmelras dan melnculik pelnjaga “toko kosmeltik” di selkitar 

Jablodeltablelk, telrmasuk di antaranya Imam Masykur. Toko kosmeltik itu melrupakan 

keldok untuk melnjual oblat-oblatan golongan G (oblat kelras yang melmblutuhkan relselp 

doktelr) selcara illelgal dan diyakini melngincar toko-toko oblat ilelgal blelrkeldok toko 

kosmeltik untuk melmelras para pelnjual atau pelnjaga toko.7 Olelh karelna itu dalam hal ini 

Keltiga Prajurit TNI telrselblut tellah dinilai mellanggar mellanggar kodel eltik TNI. Hal ini 

telntunya sangat disayangkan dan miris dikarelnakan selharusnya selblagai Anggota TNI 

dapat melmblelrikan contoh yang telladan kelpada masyarakat, melmblelrikan rasa 

kelamanan kelpada masyarakat dan mellakukan tindakan yang tellah selsuai de lngan kodel 

eltik TNI blukannya malah mellakukan tindakan mellanggar hukum yang melrugikan 

masyarakat selrta TNI itu selndiri. 

Maka dari itu blelrdasarkan pelnjellasan diatas, pelnulis akan melmblahas telrkait 

blagaimana kodel eltik profelsi TNI, blagaimana pelrtanggungjawablan atau pelngaturan 

hukum blagi pellangar kodel eltik tindak pidana pe lmblunuhan, apa pelnyelblabl anggota 

                                                           
7 ELra.Id. (2023). Oknum Paspampre ls Praka RM dkk, Pelmb lunuh Imam Masykur Dije lrat Pasal Pe lmb lunuhan 

BLelre lncana. https://e lra.id/me lgapolitan/140150/oknum-paspampre ls-praka-rm-dkk-pe lmb lunuh-imam-masykur-dije lrat-

pasal-pe lmb lunuhan-b le lre lncana. Diakse ls Pada 24 Nove lmb le lr 2023. 

 

https://era.id/megapolitan/140150/oknum-paspampres-praka-rm-dkk-pembunuh-imam-masykur-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana
https://era.id/megapolitan/140150/oknum-paspampres-praka-rm-dkk-pembunuh-imam-masykur-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana
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TNI mellakukan pellanggaran kodel eltik selrta blagaimana melkanismel pe lnyellelsaian 

pellanggaran kodel eltik TNI. 

 

ME LTODEL PELNELLITIAN 

Dalam pelnulisan ini, pelnulis melmakai meltodel pelnellitian kualitatif delngan 

meltodel yuridis normatif atau yang diselblut juga selblagai pelnellitian hukum kelpustakaan. 

BLelrdasarkan Modul Rancangan Pelnellitian (2019) yang ditelrblitkan Ristelkdikti, 

pelnellitian kualitatif dapat dipahami selblagai prose ldur riselt yang melnggunakan data 

delskriptif, blelrupa kata-kata telrtulis atau lisan dari orang-orang dan pellaku yang dapat 

diamati selblagai manfaatnya. Maka, prosels pelne llitian kualitatif didahului delngan 

melnyusun asumsi dasar dan aturan blelrpikir yang akan digunakan dalam pelnellitian. 

Data yang tellah dikumpulkan dalam riselt kelmudian ditafsirkan. Pelnulisan ini ialah 

pelnulisan yang dilakukan delngan melngkaji dan melmpellajari telori-telori hukum, bluku-

bluku, pelrundang-undangan, ataupun data selkundelr lainnya dari blahan hukum 

normatif itu selndiri. Pelnulisan ini melnggunakan pelngumpulan data selkundelr. Jadi 

data selkundelr ini dapat pelnulis amblil mellalui blelragam sumblelr yang rellelvan delngan 

pelnulisan ini. Telknik ini melliputi melncari, melmblaca, melnganalisis, selrta 

melnyimpulkan sumblelr telrselblut untuk digunakan selblagai blahan pelnulis dalam 

melnyusun pelnulisan ini. Telknik analisis data yang diaplikasikan dalam pelnulisan ini 

ialah analisis kualitatif. 

 

PE LMBLAHASAN 

Kodel E Ltik Profelsi TNI 
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Selpelrti yang kita keltahui, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 telntang 

Aparatur Sipil Nelgara, kodel eltik adalah selrangkaian norma-norma yang me lmuat hak 

dan kelwajiblan yang blelrsumblelr pada nilai-nilai eltik yang dijadikan selblagai peldoman 

blelrfikir, blelrsikap, dan blelrtindak dalam aktivitas se lhari-hari yang melnuntut tanggung 

jawabl suatu profelsi. Tujuan kodel eltik yaitu melndorong pellaksanaan tugas pokok dan 

fungsi, melningkatkan disiplin pelgawai, melnjamin kellancaran dalam pe llaksanaan 

tugas, melningkatkan eltos kelrja, kualitas kelrja dan pelrilaku yang profelssional, selrta 

melningkatkan citra dan kinelrja di lingkungan pelkelrjaan. Prinsip dasar kodel eltik antara 

lain melliputi keltakwaan, kelseltiaan, keltaatan, selmangat nasionalismel, melngutamakan 

kelpelntingan Nelgara diatas kelpelntingan pribladi dan golongan, pelnghormatan, tidak 

diskriminatif, profelsionalismel, neltralitas, blelrmoral dan selmangat jiwa korps.8 

Selselorang yang melnjablat di dalam suatu profelsi hukum di dalam melnjalankan fungsi 

dan tugasnya haruslah se llalu melngacu pada suatu tujuan hukum untuk melmblelrikan 

suatu pelngayomannya kelpada seltiap manusia yang ada untuk melwujudkan suatu 

keltelrtiblan yang blelrkadilan yang blelrtumpuk ke lpada suatu pelnghormata kelpada 

martablat manusa selmua yang ada.9 

Kodel ELtik Profelsi TNI itu selndiri diatur pada Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI 

dan Sumpah Prajurit. Selpelrti yang kita keltahui blahwa selorang anggota TNI blelrawal 

delngan adanya pelndidikan militelr blaik selcara pelngeltahuan maupun moral telrmasuk 

pada pelmblelntukan karaktelr. Pelmblelntukan karaktelr dalam pelndidikan militelr 

melrupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk melmblelntuk ciri khas 

                                                           
8 Pelngadilan Milite lr Utama. (2022). Kode l ELtik Aparatur Sipil Ne lgara. 

https://www.dilmiltama.go.id/home l/inde lx.php/layanan-hukum/kode l-e ltik-aparatur-sipil-

ne lgara.html#:~:te lxt=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%205,me lnuntut%20tanggung%20jawab l%20suatu

%20profe lsi. Diakse ls pada 6 Oktob le lr 2023. 
9 B L. Arie lf Siharta. (1995). ELtika dan Kodel ELtik Hokum. B Landung, Pro Justitia. hal. 234. 

https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%205,menuntut%20tanggung%20jawab%20suatu%20profesi
https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%205,menuntut%20tanggung%20jawab%20suatu%20profesi
https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%205,menuntut%20tanggung%20jawab%20suatu%20profesi
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karaktelr Prajurit TNI dalam seltiap pribladi prajurit. Dalam hal ini karaktelr prajurit yang 

diharapkan adalah karaktelr prajurit yang selsuai delngan nilai-nilai Sapta Marga, 

Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah Prajurit. Selhingga dalam pellaksanaan tugas, selorang 

anggota TNI relsponsif telrhadap lingkungan dan tangguh dalam melnghadapi dinamika 

tugas di lapangan delngan blelrpeldoman kelpada Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI dan 

Sumpah Prajurit. 

Adapun blelrikut isi dalam kodel eltik TNI Sapta Marga, antara lain: 

1. Kami Warga Nelgara Kelsatuan Relpubllik Indonelsia yang blelrselndikan Pancasila. 

2. Kami Patriot Indonelsia, pelndukung selrta pelmblella Idelologi Nelgara yang 

blelrtanggung jawabl dan tidak melngelnal melnyelrah. 

3. Kami Kelsatria Indonelsia, yang blelrtaqwa kelpada Tuhan Yang Maha ELsa, selrta 

melmblella keljujuran, kelblelnaran dan keladilan. 

4. Kami Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, adalah BLhayangkari Nelgara dan BLangsa 

Indonelsia. 

5. Kami Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, melmelgang telguh disiplin, patuh dan taat 

kelpada pimpinan selrta melnjunjung tinggi sikap dan kelhormatan Prajurit. 

6. Kami Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, me lngutamakan kelpelrwiraan di dalam 

mellaksanakan tugas, selrta selnantiasa siap se ldia blelrblakti kelpada Nelgara dan 

BLangsa. 

7. Kami Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, seltia dan melnelpati janji selrta Sumpah 

Prajurit. 

 

BLelrikut isi Dellapan Wajibl TNI, antara lain: 

1. BLelrsikap Ramah Tamah Telrhadap Rakyat. 
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2. BLelrsikap Sopan Santun Telrhadap Rakyat. 

3. Melnjunjung Tinggi Ke lhormatan Wanita. 

4. Melnjaga Kelhormatan Diri Di Muka Umum. 

5. Selnantiasa Melnjadi Contoh Dalam Sikap Dan Ke lseldelrhanaannya. 

6. Tidak Selkali-Kali Melrugikan Rakyat. 

7. Tidak Selkali-Kali Melnakuti Dan Melnyakiti Hati Rakyat. 

8. Melnjadi Contoh Dan Melmpellopori Usaha-Usaha Untuk Melngatasi Kelsulitan 

Rakyat Selkellilingnya. 

 

BLelrikut isi Sumpah Prajurit, antara lain: 

1. Seltia Kelpada Nelgara Kelsatuan Relpubllik Indonelsia Yang BLelrdasarkan Pancasila 

Dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Tunduk Kelpada Hukum Dan Melmelgang Telguh Disiplin Kelprajuritan. 

3. Taat Kelpada Atasan Delngan Tidak Melmblantah Pelrintah Atau Putusan. 

4. Melnjalankan Selgala Kelwajiblan Delngan Pelnuh Rasa Tanggung Jawabl Kelpada 

Telntara Dan Nelgara Relpubllik Indonelsia. 

5. Melmelgang Selgala Rahasia Telntara Selkelras-Kelrasnya. 

Dalam hal ini selorang prajurit yang tellah melngucapkan Sumpah Prajurit, blelrarti 

blahwa sellaku prajurit yang blelriman dan blelrtaqwa, kelpada Tuhan Yang Maha ELsa, 

harus seltia kelpada Nelgara kelsatuan Relpubllik Indonelsia yang blelrdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945, blelrmoral, tunduk kelpada hukum, selrta pelrundang-undangan, taat 

kelpada atasan dan blelrtanggung jawabl selrta mellaksanakan kelwajiblan selblagai telntara 

yang selblagaimana selluruh daya dan upaya harus dicurahkan dan tidak melngelnal kata 

melnyelrah dalam mellaksanakan tugas. Kelseltiaan, keltulusan, loyalitas dan deldikasi 
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melrupakan selbluah kelhormatan yang harus selnantiasa melnjadi bludaya pelngabldian 

prajurit dalam rangka melnjaga kelutuhan NKRI. Kodel ELtik TNI ini harus ditelgakkan 

delmi tumbluh dan blelrkelmblangnya anggota TNI dalam melngelmblan dan melngamalkan 

tugas yang tellah dipelrcayakan BLangsa dan Nelgara kelpadanya. Olelh karelna itu sudah 

melnjadi kelwajiblan seltiap prajurit untuk melnelgakkan kodel eltik profelsi TNI itu selndiri. 

Pelnelgakan kodel eltik TNI harus dilaksanakan olelh seltiap anggota, para pelrwira 

mellakukan pelngawasan telrhadap atas ditaatinya disiplin di dalam kelsatuan yang 

dipimpinnya. Selgala selsuatu yang telrjadi delngan anak bluahnya, maka pelrwira yang 

blelrsangkutan itulah me lmpelrtanggung jawablkannya Pelnelgakan Disiplin di dalam 

kelhidupan militelr atau kelsatuan sangat pelnting, karelna suatu kelsatuan tanpa 

melmelgang disiplin, maka kelsatuan itu tak ublahnya selblagai gelromblolan keljahatan 

yang melmblahayakan blaik blagi masyarakat maupun Nelgara. 

BLelrdasarkan kasus keltiga prajurit TNI telrselblut blahwa dapat dilihat tellah 

mellakukan blelblelrapa pellanggaran yang dinilai tidak selsuai delngan Kodel ELtik TNI yang 

dijellaskan. Dari kasus pelmblunuhan yang dilakukan olelh keltiga prajurit telrselblut 

melrupakan pellanggaran kodel eltik profelsi TNI yang mana keltiga prajurit telrselblut 

melrupakan anggota aktif TNI yang tidak blisa melnjalankan Sapta Marga, BLudhi BLhakti 

Wira Utama, Dellapan Wajibl TNI, Sumpah Prajurit, dan melnghiraukan pelraturan-

pelraturan militelr yang diamanatkan dalam tugasnya melnjadi selorang prajurit. Dalam 

kasus ini, jelnis pellanggaran yang dilakukan olelh Kopda Kusnandar yaitu jelnis 

pellanggaran blelrat yaitu pelmblunuhan blelrelncana, pelmblunuhan blelrsama-sama dan 

pelnganiayaan hingga me lnyelblablkan kelmatian. Sellain mellakukan pelmblunuhan, keltiga 

prajurit telrselblut juga tidak mampu untuk blelrmoral dan blelrkellakuan blaik selsuai 

delngan larangan TNI dalam melnjalankan tugasnya delngan melnjual blarang haram 
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yaitu oblat-oblat telrlarang kelpada orang lain selhingga pelrbluatannya telrselblut 

melrupakan tindakan yang blelrtelntangan delngan eltika, hukum, agama, dan norma yang 

blelrlaku di dalam masyarakat. Pellanggaran telrhadap sapta marga blahwa keltiga prajurit 

telrselblut tellah mellakukan pellanggaran blelblelrapa poin antara lain “Kami Patriot Indonelsia, 

pelndukung selrta pelmblella Idelologi Nelgara yang blelrtanggung jawabl dan tidak melngelnal 

melnyelrah”, “Kami Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, melmelgang telguh disiplin, patuh dan 

taat kelpada pimpinan selrta melnjunjung tinggi sikap dan kelhormatan Prajurit”, dan “Kami 

Prajurit Telntara Nasional Indonelsia, seltia dan melnelpati janji selrta Sumpah Prajurit”. Hal ini 

selblagaimana dapat dilihat pada kasus telrselblut blahwa keltiga prajurit tidak mellakukan 

tanggung jawabl selblagaimana melstinya, tidak mellakukan keldisiplinan dan kelpatuhan 

telrhadap sikap dan kelhormatan prajurit selrta tidak melnelpati janji sumpah prajurit 

yang selblagaimana keltiga prajurit telrselblut mellakukan pelmblunuhan telrhadap warga 

sipil yang selharusnya anggota TNI melmblelrikan rasa aman telrhadap masyarakat dan 

mellakukan tugasnya de lngan tanggung jawabl. Sellanjutnya dalam kasus telrselblut 

telrdapat pellanggaran telrhadap Dellapan Wajibl TNI blahwa keltiga prajurit telrselblut tellah 

mellanggar “Melnjaga kelhormatan diri dimuka umum”, “BLelrsikap Ramah Tamah Telrhadap 

Rakyat”, “BLelrsikap Sopan Santun Telrhadap Rakyat”, “Selnantiasa Melnjadi Contoh Dalam 

Sikap Dan Kelseldelrhanaannya”, “Tidak Selkali-Kali Melrugikan Rakyat”, “Tidak Selkali-Kali 

Melnakuti Dan Melnyakiti Hati Rakyat”. Hal ini selblagaimana dalam kasus keltiga prajurit 

telrselblut delngan pelrbluatanya mellakukan pelmblunuhan tellah blelrtelntangan de lngan poin 

Dellapan Wajibl TNI telrselblut delngan tidak melnjaga nama blaik dan kelhormatannya, 

tidak blelrsikap ramah tamah selrta sopan santun telrhadap rakyat, dan tindakan 

pelmblunuhan ini telntunya melrugikan rakyat, melnyakiti hati rakyat selrta keltiga prajurit 

telrselblut tidak melmblelrikan contoh yang blaik kelpada masyarakat. Kelmudian tindakan 
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telrselblut pun mellanggar blelblelrapa keltelntuan yang telrdapat pada Sumpah Prajurit yang 

selblagaimana mellanggar “Tunduk Kelpada Hukum Dan Melmelgang Telguh Disiplin 

Kelprajuritan”. Hal ini selblagaimana dalam kasus keltiga prajurit telrselblut tidak tunduk 

pada hukum telrblukti selsuai delngan dakwaan Sidang Pelngadilan Militelr II-08 blahwa 

mellanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP, selmelntara dakwaan 

sublsidelr melngelnai pelmblunuhan blelrsama-sama dalam dakwaan sublside lr melrujuk 

pada Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP, dan dakwaan lelblih sublsidelr 

melngelnai pelnganiayaan hingga melnyelblablkan kelmatian melrujuk pada Pasal 351 ayat 

(3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP. Untuk dakwaan telrkait pelnculikan selcara 

blelrsama-sama melrujuk pada Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP. 

 

Pelrtanggungjawablan Atau Pelngaturan Hukum BLagi Pellangar Kodel ELtik TNI Tindak 

Pidana Pelmblunuhan 

Selpelrti yang kita keltahui blahwa pada prakte lknya melskipun tellah ada kodel eltik 

profelsi yang melnjadi acuan blagi anggota TNI untuk dapat melnjaga seltiap pelrbluatan 

maupun pelrilakunya dalam kelhidupan selhari-hari selhingga tidak telrjadi pelrbluatan 

yang telrcella dan mellanggar selrta pelnyalahgunaan welwelnang, namun masih telrus 

telrjadi pellanggaran yang dilakukan olelh anggota TNI selpelrti pellanggaran kodel eltik 

profelsi yang dilakukan olelh keltiga prajurit TNI yang mellakukan pelmblunuhan kelpada 

masyarakat sipil. Hal ini jellas keltiga prajurit TNI telrselblut tellah mellanggar kodel eltik 

TNI, yang selblagaimana tindakan yang dilakukan telrmasuk dalam suatu pe llanggaran 

blelrat kodel eltik TNI yaitu pelmblunuhan blahkan pelmblunuhan blelrelncana. Telrkait 

pelrtanggungjawablan blagi pellanggar kodel eltik TNI dalam tindak pidana pelmblunuhan 

diatur pada Undang-Undang Relpubllik Indonelsia Nomor 25 Tahun 2014 Telntang 
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Hukum Disiplin Militelr yang melnjellaskan blahwa pada Pasal 8 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 

melnyatakan selgala pelrbluatan yang blelrtelntangan delngan pelrintah keldinasan, 

pelraturan keldinasan, atau pelrbluatan yang tidak se lsuai delngan Tata Telrtibl Militelr; dan 

pelrbluatan yang mellanggar pelraturan pelrundangundangan pidana yang seldelmikian 

ringan sifatnya maka Jelnis Hukuman Disiplin Militelr telrdiri atas telguran, pelnahanan 

disiplin ringan paling lama 14 (elmpat blellas) hari atau pelnahanan disiplin ble lrat paling 

lama 21 (dua puluh satu) hari selrta Pelnjatuhan Hukuman Disiplin Militelr selblagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 diikuti delngan sanksi administratif selsuai delngan keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan. Sellain itu dije llaskan pula pada Pasal 12 yang 

melnyatakan blahwa milite lr yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militelr lelblih dari 3 (tiga) 

kali dalam pangkat yang sama, dan melnurut pelrtimblangan peljablat yang blelrwelnang 

tidak patut dipelrtahankan untuk teltap blelrada dalam dinas militelr, diblelrhelntikan tidak 

delngan hormat. 

Jika dilihat pada kasus telrselblut maka tindakan keltiga prajurit telrselblut tellah 

telrmasuk pada tindakan yang melmbluat keltiga prajurit telrselblut tidak patut 

dipelrtahankan dikarelnakan tellah mellanggar kodel e ltik yang telntunya blelrdampak pada 

kelpelrcayaan atau citra dari TNI itu selndiri selhingga keltiga prajurit telrselblut harus 

diblelrhelntikan tidak delngan hormat. BLelntuk pelrtanggungjawablan blagi anggota militelr 

yang mellakukan tindak pidana pelmblunuhan telrhadap warga sipil yaitu 

pelrtanggungjawablan pidana blelrupa pidana pelnjara dan pidana tamblahan blelrupa 

pelmelcatan dari dinas militelr, yang selblagaimana pelrtanggungjawablan pidana telrselblut 

dipelrolelh mellaui prosels pelrsidangan di pelradilan militelr.10 Se llain itu, 

pelrtanggungjawablan atas kasus telrselblut dijellaskan pula dalam UU No. 34 Tahun 2004 

                                                           
10 Fe lb lrina Carolina. (2017). Pe lrtanggungjawablan BLagi Anggota Milite lr yang Me llakukan Tindak Pidana 

Pe lmb lunuhan Telrhadap Warga Sipil. Fakultas Hukum Unive lrsitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 4. 
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Telntang TNI pada Pasal 62 Ayat 1 blahwa prajurit diblelrhelntikan delngan tidak hormat 

karelna melmpunyai tabliat dan/atau pelrbluatan yang nyatanyata dapat melrugikan 

disiplin kelprajuritan atau TNI. Melngingat para anggota TNI Keltika dilantik tellah 

melngucap sumpah prajurit yang harus sellalu dipe lgang telguh, yang mana didalamnya 

telrdapat kelwajiblan untuk tunduk kelpada hukum dan melmelgang telguh disiplin 

kelprajuritan telrselblut. Maka dari itu keltiga prajurit telrselblut tellah mellanggar sumpah 

prajurit selhingga sudah pantas blahwa keltiga prajurit telrselblut diblelrhelntikan tidak 

delngan hormat. 

Hukuman tindak pidana dan pelmelcatan blagi TNI yang mellakukan tindak 

pidana pelmblunuhan adalah hal yang logis karelna delngan mellakukan tindakan 

telrselblut telntunya keltiga prajurit telrselblut sudah tidak layak dalam mellindungi NKRI 

dan tellah melnurunkan citra selrta relputasi TNI itu selndiri, dan telrlelblih keltiga prajurit 

telrselblut mellakukan pellanggaran blelrat selsuai de lngan kodel eltik TNI yang blelrlaku. 

Maka delngan itu, sudah sangat blelrtelntangan delngan Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI 

dan Sumpah Prajurit selblagai Kodel ELtik yang selharusnya ditaati, karelna delngan adanya 

hal telrselblut selluruh jajaran TNI yang diharapakan melmiliki Kodel ELtik yang dapat 

melngamanahkan Pancasila selrta melmblelrikan contoh yang blaik blagi masyarakat 

Indonelsia yang selblagaimana prajurit yang melngelmblan tugasnya dalam melnjaga 

kelamanan NKRI harus se lsuai delngan Pancasila selrta apa yang diamanatkan olelh UUD 

1945.11 Selhingga delngan pellanggaran mellakukan tindak pidana pelmblunuhan, maka 

pellanggar dianggap sudah tidak pantas untuk dianggap dan blelrada di lingkungan 

kelmilitelran. 

                                                           
11 Katharine l EL. McGre lgor. (2007). History in Uniform: Military Ide lology and thel Construction of Indonelsia’s Past. 

NUS Pre lss: Singapore l. hal. 124-125. 
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Sellain pelrtanggungjawablan kodel eltik, keltiga prajurit telrselblut harus 

melmpelrtanggungjawablkan pula pelrbluatannya selsuai delngan Kitabl Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) karelna tindakan telrselblut dinilai tellah mellanggar aturan pidana 

yang dijellaskan olelh KUHP. Pelrbluatan hukum yang dilakukan olelh keltiga prajurit 

telrselblut tellah melnimblulkan selbluah akiblat hukum yang dimana akiblat hukum telrselblut 

diatur dalam KUHP, yang hal ini telntunya suatu kelwajiblan blagi pellaku untuk 

melnelrima sanksi dari pelrbluatannya yang melrugikan pihak lain.12 Pada dasarnya suatu 

Tindak Pidana ada karelna blelrlaku asas lelgalitas, se ldangkan dapat dipidananya pellaku 

yang mellakukan tindak pidana melrupakan asas kelsalahan untuk mellakukan 

pelrtanggungjawablan karelna adanya tindak pidana yang tellah dilakukan olelh 

selselorang dan hakikatnya pelrtanggungjawablan pidana melrupakan solusi yang dibluat 

olelh hukum pidana selblagai blelntuk pelnolakan telrhadap suatu pelrbluatan yang telrtuang 

dapat melnggangu stablilitas dimasyarakat.13 

Selpelrti yang kita keltahui blahwa unsur-unsur pelrtanggungjawablan pidana 

melrupakan unsur-unsur subljelktif yaitu adanya suatu kelsalahan dalam blelntuk 

kelselngajaan dan kelalpaan, selhingga pelrbluatan mellawan hukum telrse lblut dapat 

dipelrtanggungjawablkan dan unsur obljelktif yang melrupakan adanya pelrbluatan yang 

blelrtelntangan delngan hukum atau delngan kata lain yaitu harus ada unsur mellawan 

hukum. Dalam hal ini pelnjatuhan hukuman untuk keltiga prajurit yang mellakukan 

tindak pidana pelmblunuhan ada didalam KUHP yang dijellaskan dalam pasal 10 

Undang-undang Hukum Pidana dan dijellaskan pula telrkait pelngaturan pelnjatuhan 

sanksi dalam KUHP selsuai delngan tindak pidana yang dilakukan. 

                                                           
12 Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali. (2015). Siste lm Pe lrtanggungjawablan Pidana Pe lrke lmb langan Dan Pe lnelrapan. 

Jakarta: Rajawali Pre lss. 
13 Korne llia Me llansari D Le lwoke lda. (2018). Pelrtanggungjawab lan Pidana Tindak Pidana Te lrkait Pe lmb le lrian 

De lle lgasi Ke lwe lnanganan. Mimb lar Ke ladilan, Vol. 14 No. 28, Agustus-Januari. hal. 186. 
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Kitabl undang-undang Hukum Pidana yang melrupakan Hukum Matelril di 

Indonelsia melnjadi pelndoman dalam pelnjatuhan hukuman blagi pellaku tindak pidana 

melnjellaskan dalam pasal 10 KUHP ialah selblagai ble lrikut: 

Pidana pokok, telrdiri dari: 

1. Hukuman Mati 

2. Hukuman Pelnjara 

3. Hukuman Kurungan 

4. Hukuman Delnda 

Hukuman tamblahan, telrdiri dari: 

1. Pelncablutan blelblelrapa hak telrtelntu 

2. Pelrampasan blarang telrtelntu 

3. Pelngumuman putusan hakim 

Jika didasarkan pada kasus keltiga prajurit telrselblut tellah dinilai blahwa tellah 

mellanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP, selmelntara dakwaan 

sublsidelr melngelnai pelmblunuhan blelrsama-sama dalam dakwaan sublside lr melrujuk 

pada Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP, dan dakwaan lelblih sublsidelr 

melngelnai pelnganiayaan hingga melnyelblablkan kelmatian melrujuk pada Pasal 351 ayat 

(3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP. Untuk dakwaan telrkait pelnculikan selcara 

blelrsama-sama melrujuk pada Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kel-1 KUHP. Jika 

dilihat pelnjellasan pasal telrselblut maka keltiga prajurit telrselblut harus 

melmpelrtanggungjawablkan tindakannya selblagai ble lrikut. 

1. Pasal 340 KUHP melnyatakan blahwa blarang siapa delngan selngaja dan delngan 

relncana telrlelblih dahulu melrampas nyawa orang lain, diancam karelna 
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pelmblunuhan delngan relncana, delngan pidana rnati atau pidana pelnjara selumur 

hidup atau sellama waktu telrtelntu, paling lama dua puluh tahun. 

2. Pasal 338 KUHP melnyatakan blahwa blarang siapa delngan selngaja melrampas 

nyawa orang lain, diancam karelna pelmblunuhan delngan pidana pelnjara paling 

lama lima blellas tahun. 

3. Pasal 351 Ayat 3 KUHP melnyatakan blahwa pelnganiayaan diancam delngan 

pidana pelnjara paling lama dua tahun dellapan blulan atau pidana delnda paling 

blanyak elmpat riblu lima ratus rupiah dan jika melngakiblatkan mati, diancam 

delngan pidana pelnjara paling lama tujuh tahun. 

4. Pasal 328 KUHP melnyatakan blahwa blarang siapa melmblawa pelrgi se lorang dari 

telmpat keldiamannya atau telmpat tinggalnya selmelntara delngan maksud untuk 

melnelmpatkan orang itu selcara mellawan hukum di blawah kelkuasaannya atau 

kelkuasaan orang lain, atau untuk melnelmpatkan dia dalam keladaan selngsara, 

diancam karelna pe lnculikan delngan pidana pelnjara paling lama dua ble llas tahun. 

Selorang prajurit TNI yang telrblukti mellakukan tindak pidana maka akan 

dimintai pelrtanggungjawablan pidana. Pelrtanggungjawablan pidana melrupakan suatu 

konselkuelnsi yang diblelrikan dan harus dilakukan olelh telrdakwa yang mellakukan 

pelrbluatan pidana atau pelrbluatan mellanggar hukum. Hal telrselblut delngan delmikian 

walaupun yang mellakukan anggota TNI namun sellama dikatelgorikan selblagai tindak 

pidana umum, maka me lnggunakan aturan yang telrdapat dalam KUHP akan teltapi 

teltap diadili di pelngadilan Militelr. Dalam hal ini te lrdapat pelrtimblangan blahwa pidana 

pelnjara yang dijatuhkan akan lelblih blelrat dari pada pellaku sipil, karelna pelrtimblangan 

yang dipakai olelh hakim adalah militelr selblagai warga nelgara yang diblelri ke lwelnangan 

khusus dan melmblelrikan pelrlindungan kelpada warga sipil tapi justru melngkhianati 
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tugas mulianya delngan melmblunuh, selhingga dinilai selblagai faktor yang 

melmblelratkan.14 

 

Pelnyelblabl Anggota TNI Mellakukan Pellanggaran Kodel ELtik 

Kelcelndelrungan pe lrilaku pellanggaran kodel eltik olelh anggota TNI dipelngaruhi 

olelh 2 macam faktor, yaitu faktor intelrnal dan elkstelrnal. Faktor telrse lblut yang 

melmpelrngaruhi tindakan yang dilakukan olelh anggota TNI dalam kelhidupan selhari-

harinya. BLelrikut faktor pe lnyelblabl anggota TNI mellakukan pellanggaran kodel eltik:15 

1. Faktor Intelrnal yaitu faktor yang blelrasal dari dalam individu prajurit yang 

melliputi kondisi fisik dan psikologis 

a. Tipel Kelpribladian 

Salah satu faktor yang melmpelngaruhi kelcelndelrungan pelrilaku 

pellanggaran disiplin prajurit adalah kelpribladian individu. Tipel 

kelpribladian selblagai faktor pelnyelblabl telrjadinya kelcelndelrungan 

pellanggaran disiplin olelh prajurit. Selpelrti yang kita keltahui blahwa 

selorang prajurit dilatih untuk melnjadi kelpribladian yang kelras selhingga 

kelpribladian ini telrblawa dalam kelhidupan selhari-hari dan juga elmosional 

sangat pelnting dalam melmpelngaruhi kelpribladian dalam diri, 

dikarelnakan jika elmosional tidak dapat dikelndalikan maka hal telrselblut 

akan blelrdampak bluruk pada tindakan selorang prajurit yang melmiliki 

tipel kelpribladian kelras. 

b. Kelimanan dan Keltaqwaan.  

                                                           
14 Op.cit. Fe lb lrina Carolina. hal. 5 
15 Le ltkol Laut (KH) R. De lni Nugraha Ramdani. (2018). Me lne lkan Pellanggaran Prajurit Me llalui Ke lpe lmimpinan 

Yang ELfe lktif Dan Pelne lrapan Re lward – Punishmelnt. https://diskumal.tnial.mil.id/file lartike ll/artike ll-20180713-

144205.pdf. Diakse ls Pada 24 Nove lmb le lr 2023. 

https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180713-144205.pdf
https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180713-144205.pdf
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Masalah ke limanan dan keltaqwaan melrupakan aspelk elselnsial yang 

blelrpelngaruh telrhadap sikap, pelrilaku dan tindakan prajurit dalam 

kelhidupannya selhari-hari. 

 

c. Pelngeltahuan Telrhadap Hukum 

Dalam blelblelrapa kasus pellanggaran disiplin dan tindak keljahatan yang 

dilakukan prajurit ditelmukan blahwa pelmahaman telrhadap hukum masih 

kurang dikarelnakan telrdapat blelblelrapa selorang prajurit masih 

blelranggapan blahwa selorang TNI melmpunyai kelistimelwaan hukum 

selhingga me lnganggap relmelh suprelmasi hukum yang diwakili lelmblaga-

lelmblaga, kelpolisian, keljaksaan dan pe lngadilan. 

2. Faktor ELkstelrnal yaitu faktor yang blelrasal dari lingkungan selkitar prajurit. 

a. Pelran kelpelmimpinan 

Kelpelmimpinan selorang komandan satuan melmblelrikan pelngaruh yang 

blelsar blagi pelnelgakan disiplin selhingga mampu melminimalisir telrjadinya 

pellanggaran anggota. Selorang komandan yang tidak konselkueln atas apa 

yang diucapkannya dan tidak blelrtanggungjawabl akan melmbluat anak 

bluah kelhilangan telmpat blelrpelgang dan melngalami konflik, selhingga 

akan blelrpelngaruh telrhadap telrjadinya pelnyimpangan dan pe llanggaran 

olelh prajurit. 

b. Situasi lingkungan kelrja dan pangkalan.  

Situasi kelrja yang monoton dan pangkalan yang selpi dan tidak telratur 

akan sangat melnjelmukan selhingga melndorong prajurit melmasuki situasi 
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yang melnelkan yang melnyelblablkan strelss dan blelrpelngaruh telrhadap moril 

prajurit. 

c. BLelblan Tugas 

BLelblan tugas yang mellelblihi kelmampuan fisik dan melntal selselorang dapat 

melmicu timblulnya tingkat strelss yang apablila tidak melndapat pelrhatian 

dan pelnanganan akan melnimblulkan telrjadinya pellanggaran. 

 

Melkanismel Pelnyellelsaian Pellanggaran Kodel E Ltik TNI Tindak Pidana Pelmblunuhan 

Prosels pelnyellelsaian pellanggaran kodel eltik TNI yaitu tindak pidana 

pelmblunuhan yang dilakukan olelh TNI mellalui prosels pelradilan adalah selblagai 

blelrikut: 

1. Tahap Pelnyidikan 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telntang Pelradilan Militelr, 

pelnyidikan di lingkungan pelradilan militelr dilakukan olelh Atasan yang BLelrhak 

Melnghukum (ANKUM), Polisi Militelr, dan Oditur yang dimana dalam tahap ini 

dilakukannya delngan blelrawal adanya laporan polisi telrlelblih dahulu, kelmudian 

pelmanggilan dan pelmelriksaan telrhadap te lrsangka dan saksi. Sellanjutnya jika 

telrblukti maka dilanjutkan delngan pelnahanan dan pelnangkapan telrsangka dan 

ANKUM, Polisi Militelr dan Oditur mellakukan pelnyidikan delngan melncari 

blarang blukti selrta kelblelnaran atas suatu kasus yang telrjadi. 

2. Tahap Pelnuntutan 

Dalam tahap pelnuntutan, Oditur melmiliki welwelnang untuk mellakukan 

pelnuntutan delngan melmbluat surat dakwaan. Dalam tahap pelnuntutan dikelnal 

adanya pelnyelrahan pelrkara, di mana pelnyelrahan pelrkara yang di maksud 
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adalah diselrahkannya mellimpahkan blelrkas pelrkara telrmasuk surat dakwaan 

yang tellah dibluat olelh Oditur kelpada keltua pelngadilan militelr yang blelrwelnang 

delngan catatan blahwa pelrsyaratan formal harus lelngkap. 

3. Tahap Pelmelriksaan di Pelrsidangan 

Seltellah Pelngadilan Militelr melnelrima pellimpahan blelrkas pelrkara dari Oditur 

maka Kelpala Pelngadilan Militelr harus se lgelra melmpellajari blelrkas, apakah 

pelrkara telrselblut masuk kel dalam welwelnang Pelngadilan yang dipimpinnya atau 

tidak. Jika tidak masuk kel dalam welwelnang Pelngadilannya maka Kelpala 

Pelngadilan wajibl melmbluat pelneltapan yang melmuat alasan melngapa pelrkara 

telrselblut blukan me lrupakan welwelnangnya dan melngelmblalikan blelrkas pelrkara 

telrselblut kelpada Oditur, namun apablila telrmasuk dalam welwelnangnya maka 

Kelpala Pelngadilan melnunjuk Hakim Militelr untuk melngadili dan 

melnyellelsaikan kasus telrselblut. 

4. Tahap Pellaksanaan Putusan 

Dalam tahap pellaksanaan putusan, yang mellaksanakan putusan hakim adalah 

Oditur yang selblagaimana di mana putusan telrselblut dapat blelrupa pidana pokok 

dan pidana tamblahan. Dalam hal ini apablila telrdakwa melnelrima putusan 

telrselblut maka pidana telrselblut dijalani di Lelmblaga Pelmasyarakatan umum, 

teltapi apablila telrdakwa atau Oditur masih ingin mellakukan upaya hukum 

telrhadap putusan telrselblut maka telrdakwa ditahan samblil melnunggu putusan 

blanding, hal ini dilakukan karelna dikhawatirkan telrdakwa mellarikan diri, 

melnghilangkan blarang blukti, melrusak blarang blukti atau melngulangi 

mellakukan tindak pidana. 
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KE LSIMPULAN 

BLelrdasarkan pelnjellasan diatas blahwa selpelrti yang kita keltahui blahwa Nelgara 

Indonelsia melrupakan Ne lgara hukum selhingga apapun pelrbluatan yang dilakukan olelh 

selluruh masyarakat Indonelsia maupun pelmelrintah akan diatur olelh hukum. Hukum 

melmiliki tujuan dalam melnciptakan kelamanan dalam lingkungan masyarakat. Dalam 

melnciptakan tujuan telrselblut TNI melrupakan salah satu alat dalam melrelalisasikan 

tujuan hukum telrselblut. Namun dalam melrelalisasikan tujuan telrselblut TNI tidak selrta 

melrta blelblas blelgitu saja teltapi TNI juga diblatasi olelh Undang-Undang dan pelraturan 

militelr selhingga selmua pelrbluatan yang dijalani harus blelrdasarkan pada landasan 

Pancasila, Undang-undang dan kodel eltik profelsinya. Kodel ELtik selndiri melrupakan 

sistelm norma, nilai dan aturan profelsional telrtulis yang selcara telgas melnyatakan apa 

yang blelnar dan blaik, dan apa yang tidak blelnar dan tidak blaik blagi profelssional selrta 

tujuan adanya kodel eltik profelsi ini adalah melmblelrikan peldoman blagi seltiap anggota 

profelsi telntang prinsip profelsionalismel dalam me llakukan tugasnya. Telrkait delngan 

kodel eltik dan pelrilaku TNI dijellaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 Telntang Telntara Nasional Indonelsia melnjellaskan blahwa kodel eltik prajurat 

antara lain Sapta marga, Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah Prajurit selhingga Anggota 

TNI dalam melnjalankan tugas dan welwelnang dilarang mellanggar pelraturan 

keldisiplinan yang tellah diteltapkan selsuai kodel eltik telrselblut. Walaupun Sapta Marga, 

Dellapan Wajibl TNI dan Sumpah Prajurit tellah melnjellaskan telrkait kodel eltik profelsi 

atau tindakan yang selharusnya dilakukan dalam melnjalankan tugasnya se lblagai TNI 
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tidak dapat dipungkiri blahwa masih blanyak kasus tindakan telrcella dilakukan olelh TNI 

itu selndiri. 

BLelrdasarkan kasus diatas blahwa keltiga prajurit tellah mellanggar kode l eltik yang 

dijellaskan Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI, dan Sumpah Prajurit blelrupa tindak pidana 

pelmblunuhan, pelnganiayaan dan pelnculikan. Tindakan yang dilakukan telrselblut 

telntunya harus dipelrtanggungjawablkan dikarelnakan tellah mellakukan pelrbluatan 

pidana atau pelrbluatan mellanggar hukum. Pelrtanggungjawablan yang dite lrima olelh 

keltiga prajurit diatas blelrupa pelmblelrhelntian tidak delngan hormat, selrta sanksi pidana 

pokok dan pidana tamblahan yang dijellaskan blelrdasarkan KUHP. Adapun faktor 

intelrnal dan elkstelrnal yang melmpelngaruhi prajurit TNI telrselblut untuk mellakukan 

pellanggaran kodel eltik yang selblagaiman faktor telrselblut sangat melmpelngaruhi 

tindakan atau kelbliasaan yang dilakukan dalam kelhidupan selhari-hari. Delngan adanya 

kasus telrselblut, hal ini telntunya adanya laporan yang masuk untuk diminta 

melnyellelsaikan pelrkara te lrselblut. Pelnyellelsaian ini telrdiri dari tahap pelnyidikan, tahap 

pelnuntutan, tahap pelmelriksaan di pelrsidangan dan tahap pellaksanaan putusan yang 

dilakukan olelh ANKUM, Polisi Militelr, Oditur selrta Hakim Militelr. 

 

SARAN 

BLelrdasarkan hal telrselblut blahwa dalam mellakukan upaya untuk melminimalisir 

tindakan pellanggaran kodel eltik maka dipelrlukan adanya kelblijakan yang telgas untuk 

melwujudkan profelsionalismel prajurit agar seltiap prajurit melmiliki intelgritas dan 

komitmeln yang tinggi dalam seltiap pellaksanaan tugasnya dan dapat melmblangun TNI 

melnjadi lelblih blaik keldelpannya. Sellain itu dipelrlukan pula adanya stratelgi dalam 

pelnelrapan nilai-nilai kelpelmimpinan, delngan cara melnsosialisaikan pelmimpin yang 
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blelrintelgritas dan dipelrlukan pelningkatan pada nilai-nilai moral dan eltika kelrja seltiap 

anggota TNI delngan cara melningkatkan pelmblinaan, pelmahaman makna, pe lnghayatan 

maupun pelngamalan pada melntal spiritual kelagamaan dan melntal keljuangan selrta 

melngamalkan Sapta Marga, Dellapan Wajibl TNI, Sumpah Prajurit untuk telrhindarnya 

dan melncelgah adanya tindakan yang mellanggar pelraturan pelrundang-undangan. 
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